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Bola Panas Reklamasi

ubernur Jakarta Anies Baswedan semestinya

memberi argumentasi yang patut sebelum

menerbifkan izin reklamasi kawasan rekreasi

Ancol. Keputusan yang dirilis akhir Februari
lalu itu mengingkari janji politiknya dan berpotensi
menabrak peraturan daerah mengenai rencana detail
tata ruang dan wilayah.

Anies menerbitkan keputusan vang memberi izin
perluasan Dunia Fantasi dan Taman Impian Ancol
Timur, masing-masing 35 dan 120 hektare. Belakangan,
setelah pro-kontra muncul. Anies menyatakan kepu-
tusan itu sebagai syarat legal untuk memanfaatkan
daratan lantaran terjadinya penumpukan lumpur
dari pengerukan sungai dan waduk di Jakarta vang
dangkal akibat sedimentasi.

Alasan memanfaatkan hasil penumpukan lumpur
tersebut bisa dipahami. Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta tidak bisa membiarkan begitu saja 3.4 juta
meter kubik lumpur yang kini telah bersalin rupa
menjadi daratan seluas 20 hektare di Ancol Timu
Menelantarkan lahan vang sudah setengah jadi akibat
pemadatan lumpur jelas akan memperburuk ling-
kungan di sekitar pesisir utara Jakarta

Hanya, pemanfaatan daratan tersebut seharusnya
mengacu pada reneana tata ruang dan wilavah di DRI
Jakartia. Rencana perluasan kawasan Ancol —perusa-
haan yang 72 persen sahamnya dimilild pemerintah
DKI—itu tidak masuk Peraturan Daerah mengenai
Rencana Detail Tata Ruang. Keputusan Anies bisa
disebut menabrak peraturan daevah. Secara aturan,
daratan yang sudah terbentuk iak bisa dijadikan
alasan memperluas kawasan Ancol.

Anies menvebutkan fuiuan perluasan Aneol berbe-

da dengan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Selain
memberikan akses pantai gratis kepada pubiik, ia
menyatakan. pihaknya akan membangun Museéum
Rasulullah dan peradaban Islam lainnya di kawasan
reklamasi Ancol. Penggunaan lahan vang terkesan
populis ity semestinya tidak dijadikan alasan pembe-
rian izin. Gubernur perlu memberikan argumentasi
dari dampak reklamasi terhadap lingkungan.

Izin reklamasi Ancol itu menunjukkan kebijakan
Anies dalam reklamas] tak berbeda dengan pendahu-
lunya, Basuki Tjahaja Purnama. Padahal, salah satu
janji politik Anies untuk meraup suara vang kemudian
bisa mengalahkan Basuki adalah menolalk rekiamasi.
Janji politik ini tak mudah dijalankan karena pulau-
pulau buatan sudah telanjur dibangun.

Ta, misalnya, terpaksa menerbitkan izin mendirikan
bangunan (IMB) kepada PT EKapuk Niaga Indah
untuk 932 unit bangunan di Pulau D berdasarkan
aturan yang dibikin Basuki. Keputusannya menvegel
Pulau G yang dibangun PT Muara Wisesa Samudra.
anak usaha Agung Podomoro Land, juga dicabut
karena kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Anies kalah karena tak punya pijakan hukum sete-
lah menarik Rancangan Peraturan Daerah tentang
Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta,
serta Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
Kosongnya dasar hukum inilah yang membuat urusan
reklamasi menjadi bola panas.

Agar reklamasi Ancol tidak menimbulkan perso-
alan di kemudian hari, Anies sebaiknya mencabut
keputusan gubernur yang ia terbitkan. Setelah itu, ia
bisa mengajukan rancangan peraturan daerah menge-
nai rencana detail tata ruang dan rencana tata ruang
wilayah yang mengatur perluasan Ancol. Pembahasan
aturan tersebut harus transparan agar tidak memicu
gejolak baru. e



